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BlJPATI L1\MPUN.G TIMUR 

PERA.TUR.AN BUPATI LAMPUNG Tll\.lUR 
NOMOR : l'3 TA HUN 2005 

TENTANG 
SATlJAN PELAKSANA PENANGGlJLANGAN BENCANA DAN PENANGA.'\AN 

PENGUNGSI ( SATLAK PBP) 

Menimbang 

Menginrat 

KABUPATEN LAMPUl\GTlMUR 

BUPATl LAJ\lPUNC TL\-1UR, 

a. bahwa Bencana yang ditimbulkan olch alam atau karena ulab 
manusia dan masalah pengungsi yang terjadi sebaga1 dampak 
kerusuhan atau konflik sosial politik, perlu segcra diupnyakan 
penanggulangan dan penanganan secara cepat, tepat, terpadu 
dan terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan, penyelam,itan, 
rehabilitas dan rekontruksi: 

b. bahwa dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan 
pengungsi secara berdayaguna dan berhasilguna petlu 
dilakukan penataan k:embaii tugas,fungsi, susunan org,rn1sasi 
dan Sekn.:tariat Satuan Koordinasi Pelaksanaan 
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ; 

c hahwa untuk rniiksud tersebut huruf a dan b di ,ltas guna 
mempercepat penanggulangan bencana di daerab dipandang 
perlu rneninjau kembali dan menyempumakan Keputusan 
Bupati Lampung Timur No. 14 t:inggal 31 tv1ei 200 L 

1. Undang - undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan 
ketentuan Pokok Pertahanan Negara ( Lembaran Negara tahun 
1982 nornor 51 Tamb.iktn Lembaran Negara Nornor. '.1234 ). 

2. Undang - undang Nomor 12 Tahun I 999, tcntang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Way K~1nau. 
Kabupa1en Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota 
Madya Daerah Tingkat T1 Metro ( Lembaran Negara Tahun 
19:>9 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3:S:?.5 1; 

3. Undang - und,rng Nurnor 32 Tahu11 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah { Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
125, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4437 ); 

4. Undang - undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 
Kcuangan antara Pemerintah Pu sat dan Daerah ( I ,crnbaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lernbaran Negara 
443 8 ); 
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Menetapkan 

5. Peraturan Pcmerintah Repubiik lndonesia Nomor 25 tahun 
2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propmsi 
sebagai daerah Otonorni; 

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 
Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Rcncana 
dan Penanganan Pengungsi; 

7. Keputusan Mcnteri Dalam Negcri Repubiik Indonesia Nomor 
l 3 l tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana 
dan Pemmganan Pengungsi di Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 
tahun 2000 tcntang Kewenangan Daerah Kabup:11en sebagai 
Daerah Otonom ; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 40 tahun 
2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke7:ja Dinas 
dinas Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nornor 4 I 
Tahun 2000 tentang Pembentukan Organis,isi dari Tata Kc1j,1 
Lembaga Teknis Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupatcn Lampung Timur Nnmor 2 Tahun 
2005 Tentang J\nggaran Pendapatan 13elan_ja Daerah 
TA.2005; 

lVIEM UTUSKAN : 

l'ERATORAN BUPATI LAMPUNG TLvlUR TENTANG 
SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN RENCANA 
DAN PENANGANAN P£NGUNGSI ( SATLAK PHP ) 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

BABl 

Pasai i 

Daiam Keprnusan ini yang dimaksud dengan : 

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Latnpung Timur; 

b. Bupati ada1ah Bupati Lampung Timur; 

c. Badan Koordinasi Nasional Pcnanggulangan Bencana dan Penanganan Pcngungsi yang 
selanjutnya disingkat Bakornas PBP adalah wadah yang bersifat non struktural ba~1 
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang berada diba\vah dan benanggung 
jawab langsung kepada Presiden; 

J. Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan I3encana dan Penanganan Pcngungsi yang 
:--elanjutnya disingkat SAKORLAK PBP adalah wadah organic-asi yang hesifat non struktural 
bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungs1 dibawah dan benanggung jawab 
1angsung kepada Gubernur; 
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(:_ Bcncana adalah pcristiwa atau rangkaian pcristiwa yang discbabkan olch alam, manus1a dan / 
atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan rnanusia, kerugian harta bend::t 
kerusakan lingkungan, kcrusakan prasarana dan fasilitas umum serta 1m:nimbulkan gangguan 
terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat; 

f Penanggulangan bcncana adalah segala upaya dan kcgiatan yang d1lakukan, mclipu11 kcg1a1an 
pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehahilitasi dan rekontruksi baik sebelum, pnda saat 
dan setelah bcncana tcrjadi maupun mcnghindarkan dari bcncana yang te1jadi; 

Fenanganan Pengungsi adalah rneliputi upaya pelayanan dan pelindungan kemanusian terlwdap 
pengungsi yang timbul akibat koni1ik, baik sosial maupun politik yang terjadi pada suatu 
daerah yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penampungan, pemindahan dan 
pengembalian / relokasi pengungsi; 

h. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan dan upaya pemberian bantuan kepada korban 
bencana berupa bahan makanan, obat - obatan, penarnpungan sementara serta pemherian 
bantuan darurat lainya; 

Pcncegahan adalah segala upaya kcgiatan yang dilakukan untuk mcniadakan sebagian atau 
seluruh bencana yang te1jadi; 

J Penjinakan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan 
mernperkecil akibat - akibat yang ditimbulkan oleh bencana; 

~- Penyelatnatan adalah segala upaya dan kcgiatan yang dilakukan untuk rnencarl, 1nenolong, 
menyantuni para korban dan mengarnankan h,ma benda, mengamankan fasiliws urnurn sen:a 
lingkungan akibat bcncana; 

i. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban serta kerusakan 
sarana dan parasarana scrta fasi'litas umum y~1ng di akibatkan olch bencana dapat pulih dan 
berfungsi kembali; 

m. Rekontruksi adalah scgala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mcmbangun kcmhalt 
sarana prasarana dan fasilitas umum agar terhindar dari bencana sehingga menjamin 
berfungsinya kcmbali \ata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang makin mcningkaL 

BAB II 

KEDUDllKAN DAN TVGAS 

Pasa! 2 

. ; 1 Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Jan Penanganan Pengungs1 yang :;e\an1 ut11\ d 

disingkat SATLAK PBP adalah wadah organisasi yang bersifat non struktur:,l bagi 
penanggulangan bencana dan penanganan pcngungsi dibawah dan bcrtanggungjawab Lrng:,ung 

kepada Bupati; 

~ Ptnanganan bcncana scbagaimana dimaksud ayar ( l) mdipuu upaya pcnang,_~uLrng,1n hcncan,i 
baik yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh ulah rnanusia yang rnencakup kcg1atan 
pcnccgahan, pcnjinakan/mitigasi, pcnyclamatan, n.:habilit,1si dan n.:konstruksi: 

.?- i Penanganan bencana sebagaimana dimaksud ayat ( l) meliputi upaya pelayanan dar: 
p,.;rlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang tirnbul ,1kibat kontlik, baik sosial maupun 

pertikaian yang terjadi di suatu daerah yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap ctarurat, 
penampungan, pemindahan dan pengembalian / relokasi pengungsi; 



,4) SATLAK PBP dipimpin oleh seorang kerna yang dijabat Bupati bcnanggung Jawah 
mengkoordinasikan, memimpin dan mengendalikan kegiatan organisasi struktural dan 
nonst1uktual dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di 
wilayah Kabupaten Lanipung Timur, rnulai dari tahap sebelurn .. pada saat dan sesudah te1pcl1 
bencana dan pengungsian; 

Pasal 3 

Tugas SATLAK PHP adalah : 

Tugas SA TLAK PBP adalah Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan 
pengungsi di daerah dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh 
BARKORNAS PBP dan Gubernur sclaku kctua SATKORLAK PBP, yang mcliputi tahapan -
,rrhapan sebelum, pada sam maupun sesudrrh bencana terjadi, yang rnencakup kegiatan pencegahan. 
pcnjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi clan konstruksi. 

BAB Ill 

ORGANISASI SATLAK PUP 

d) Susunan keanggotaan organisasi SATLAK PBP Kabupaten Lampung Timur terdin d:.1ri : 

a. Ketua 

b. Wakil Kctua I 

c. Wakil Ketua II 

d. Sekretaris 

e. Ketua Pclaksana Harian 

f. Sckrctaris Pelaksana Harian 

g. Anggota 

: Bupati Lampung Timur 

: Dandim 0411 Lampung Tcngah 

: Kapolrcs Lampung Timur 

: Sckretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur 

: Wakil Bupati Lampung Timur 

: Kcpala Kantor Kesbang dan Lin mas Lampung Timur 

: l. Kasdim 0411 Lampung Tengah 

2. Waka Polres Lampung Timur 

3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lampung Timur 

4. Kepala Dinas Perhubungan Kah. Lampung Timm 

5. Kepaia Dinas Pengairan Kab. Lampung Timur 

6. Kepala Dinas Bina Marga Kab. Lampung Timur 

7. Kepala Dinas Cipta Karya Kab. Lampung Timur 

8. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan 

Kabupaten Lampung Timur 

9. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

lloliikultura Kabupatcn Lampung Timur 

iO. Kcpala Kandep Agama Kab. Lampung Timur 

11. Kepaia Bappcda Kabupatcn Lampung Timur 

12. Kepala Bapcdalda Kabupatcn Lampung Timur 

13. Kcpala Kantor Kcpc1ldudukan clan Catatan Sipil 

Kabupaten L1mpu11g Timur 
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(3) Satuan Tugas (Satgas) Satlak PBP sebagai organisasi kerangka yang disiapkan dari unsur 

Satlak PBP untuk membantu pelaksanakan pcnanggulangan bcnc;irli¼ dan p(:nnngan,111 

pengungsi yang terjadi di wilayahnya , apabila unit opersional PBP Kecamatan tidak mampu 

mengatasinya, Satgas bersifat sementara dalam arti dibentuk bila diperlukan dan dibuharbn 

setelah selesai penugasan. 

(4) Satlak PBP Mempunyai tugas : 

Melaksanakan kegiatan penaggulangan bencana dan penanganan pengung:-;i di daerahnyt1 

dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bakornas PB!' dan 

Gubemur selaku Ketua Satkorlak PBP, yang meliputi tahapan - tahapan sebelum, pada saat 

maupun sesudah bencana terjadi, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinabn, 

kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi. 

(5) Satlak PBP mempunyai fungsi: 

a. Membcrikan penyuluhan, pelatihan, gcladi dan pcmbinaan untuk mcningkatkan 

kesiapsiagaan masyarnkat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pcngungsi di 

daerah. 

h. Melaksanakan penanggulanga.n bcncana dan peMinganan pengtmgsi , sarana dan prasarana 

yang ada didaerah. 

c. Melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan 

pengungsi dengan Satlak PBP yang terdekat. 

d. Penerimaan dan penyaluran serta pertanggung jawaban bantuan penaggulangan bencana 

dan penanganan pengungsi didaernh. 

e. Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubemur selaku Ketua Satkorlak PBP. 

(6) Bagan Organisasi Satlak PBP (sebagaimana tercantum dalam lampiran Perah1ran ini). 

Pasal 5 

(1) Untuk memberikan dukungan dan kelancaran administrasi Satlak PBP dibentuk Sekretariat 

(2) Sek-Tetariat Satlak PBP dipimpin oleh Sekretaris Pelaksana harian yang di,iabat oleh Kepala 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat ( 1) bertugas memberikan pelayanan staf dan 

administrasi kepada Satlak PBP. 

( 4) Untuk kclancaran pclaksanaan tugas secretariat, Kcpala Sckrctariat dcngan pcrsctuj uan kc! ua 

dapat mengangkat staf dari masing-masing Unit Ker:ja sesuai kebutuhan. 

(5) Sekrr;tariat Satlak PBP bertempat di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. 
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BABIV 

TATA KF.RJA 

Pasal 6 

(1) Satkk PBP mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang - kurangnya 1 (saru) kali 

dalam setahun atau sewak.iu - waktu sesuai dengan kebutuhan, untuk ; 

a. Memrnuskan dan menetapkan kebijakan nasional penang,gulangan bencana dan 

penanganan pengungsi termasuk petunjuk pelaksanaannya, yang antara lain meliputi tara 

cara penyaluran dan 

jawabannya ; 

penggunaan bantuan beserta pengawasan dan penanggung 

b. Menetapkan kebijakan dan langkah-langkah bagi penyeiesaian masalah yang timbul dalam 

rangka pelaksanaan penaggulangan bencana dan penangamrn pengungsi di dacrnh , 

c. Menyelesaikan permasalahan yang tirnbul sclrnbungan dcngan dampak pcnanggulang:rn 

bencana dan penanganan pengungsi ; 

d. Mengambil keputusan -- keputusan yang bcrhubungan dengan hal-hal tcrscbut pada huruf a, 

huruf b dan huruf c dalam rangka rncrnperlancar pelaksanaan kcgiatan penanggulang,m 

bencana dan penanganan pengungsi di daerah ; 

(2) Satlak PHP sebelum terjadi bencana: 

a. Membuat pem rawan bencana, menginforrnasil-.:an kepada Pemerimah dan rnasvaral--a1 \ a11t 

bersangkutan. 

b. Menyusun potensi satuan hansip / Linmas dan Satg::-is PUP 

c. Menetapkan daerah altematif pengungsian korban bencana 

d. Menyusun program PBP, antara lain pendidikan dan pelatihan, geladi posko dan dan gelact1 

lapangan PBP, serta prosedur tetap PBP sesuai kondisi wilayah. 

e. Menetapkan anggaran PBP dalam APBD Kabupaten Larnpung Timur. 

(3) Pada saat terjadi bencana : 

a. Memberikan petunjuk tel.mis pdaksanaan PBP yaitu mengadakan rapat koordinasi dan 

konsulidasi Satlak PBP rnengiirimkan Tim Reaksi Cepat ke daernh bencana scrta 

rnenyiapkan Satgas. 

b. Mengfrimkan bantuan Satgas PB'P ke daerah boncana ( bila dipcrlukan ) 

c. Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diper1ukan amara lain penyediaan tempat 

penampungan sementara korban bencana bamuan tenaga medis / para medis, obat-ohatan, 

pakaian dan bahan makanan. 

d. Melaporkan kejadian bencana dan penaggulangannya kepada Guhernur. 



(4) Sesudah terjadi bencana: 

a. Melaporkan jumlah korban bencana, pcrkiraan jumlah kcrugian, jumlah kdH1tuha11 

rehabilitasi, dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Ciubernur. 

b. Memberikan bantuan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pemukiman, fosilitas 

sosial dan fasilitas umum didaerah bencana. 

c. Mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran pemerintahan dan pembangunan. 

BABV 

PEMBIA YAAN DAN BANTU AN 

Pasal 7 

Segala pembiayaan yang di keluarkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi yang berskala Nasional dibebankan pada APBN, APBD Propinsi dan 

APBD Kabupaten Lampung Timur 

Pasal 8 

Segala pembiayaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi yang berskala Propinsi di bebankan pada APBD Propinsi dan APBD 

Kabupaten Lampung Timur 

Pasal 9 

Segala pembiayaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan atau 

penanganan pengungsi yang berskala Kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung 

Timur. 

Pasal 10 

Dalam rangka meringankan beban penderitaan korban bencana dan atau pengungsian baik yang 

berskala Nasional, berskala Propinsi dan berskala Kabupaten maka Pemerintah, Pemerimah 

Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat rnenerirna bantuan yang berasal dan swadaya 

masyarakat, bantuan dari luar negeri, maupun sumber dana lain yang sah dan tidak: mengik:at. 

Pasal 11 

Pembiayaan kegiatan Dinas / Instansi terkait dalam rangka pclaksanaan pcnanggulangan bl:ncana 

dan atau penanganan pengungsi di bebankan pada anggaran Dinas / lnstansi masing - masing. 



Pasai 12 

Pertanggung _iawahan penggunaan bantuan sebagaimana d1mur dalam Perarnran Bupat1 1n1 

dilakukan sesuai dengan ketentuan Peratnan Penmdang - undangan yang berlaku. 

BAH VH 

KETENTUA\ PENUTUP 

Pasai 13 

Dengan berlakunya Peraturan ini maka, Keputusan Bupati Lampung Timur Nornor : 14 Tangg:t! 

31 "tv1ei Tahun 

berlaku lagi. 

2001 tentang Satlak PBP Kabupaten Larnpung Timur di:watakan rnlak 

P,1sal 14 

Hal yang belum diatur dalam keputusan ini ,;kan ditciapbn lcbih i.injul okh Bupati L1rnpu11~ 

Timur sesu,ii dcngan peraturan pe1aksanaan yang ada. 

Pasal 15 

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan dengan ketentuan apabila di kemudian han 

ternyata terdapat kekelirnan dalarn penetapan mi akan diadakan perbaikan sebagaimana mestm\ a 

Temhusan Kepada Yth: 
l. Gubernur Lampung 

Ditetapkan <li 
pada tanggal 

SlJKADAN.i\ 
2.4_ No('.e(hb'Qr 2005 

lll~~MPUNG 11MUR, 

~-
SATONO 

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarnkat Prop. Lampung 
3. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Lampung 
4. Masing ~ masing yang bersangkutan 
5. Sdr. Camat Se- Kabupaten tampung Timur 
6. Himpunan Keputusan 



BAGAN STRhKTUR ORGANISASI 
SATUAN PELAKSANA PENANGGllLANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSl 

KAHUPATEN LAMPUNG TIMUR 

KlnUA 

WAKIL KETlJA I 

I \VAKIL KE.TUA II I 
SEKRETARIS 

I PELAKSANA IIARIAN 

SEKRETARIS 
P£LAKSANA 

I I I I I I I 
IINSUR ~ I liNSlJR KANTOR SAR P _Ml UNSUR 

UNSURDUNIA TOKOH lJNSllR MAS\' 
)!~AS/KANTOR I TNl/POLRI ORGANISASI lJSAHA 

MASY DAN LA INNYA/LSM DAERAH PROFESl PAK.AR l'l'.IU~AIT 
--- • --------------- I 

I 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

~~-
SATO~O 


